
1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat U dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Mengingat:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah desa

kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan untuk

terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri, maka

perlu dilakukan Peningkatan Status Desa Persiapan Ujan Mas Ulu

Menjadi Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang

Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas;

BUPATJMUARAENIM,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEMBENTUKAN DESA UJAN MAS ULU KECAMATANUJAN MAS

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATENMUARAENIM

NOMOR' TAHUN 2023

BUPATI MUARAENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN



Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKANDESA UJAN MAS

ULUKECAMATANUJANMAS.

MEMUTUSKAN:

BUPATIMUARAENIM

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUARAENiM

Dengan Persetujuan Bersama

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 155);
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DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
daerah yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.

5. Camat adalah PemimpinKecamatan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas­
batas wilayah yang berwenanguntuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembagayang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanyamerupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis.

10. Penduduk Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang
berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai
penduduk desa.

11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru
dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa
yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadidua
desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah
ada.

12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisahan wilayah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan suatu desa dengan desa lain.

BAB I

KETENTUAN UMUM
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(2) Peta luas wilayahDesa UjanMasUlu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1) Desa Ujan Mas Ulu dengan luas wilayah 7.645,34 ha (tujuh ribu
enam ratus empat puluh lima koma tiga puluh empat hektare)
dengan batas wilayah sebagai berikut :
a. sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas.

b. sebelah timur berbatas dengan Desa Pinang Belarik
Kecamatan Ujan Mas.

c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Muara Gula Lama
Kecamatan Ujan Mas, Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan
Mas dan Kabupaten Lahat.

d. sebelah utara berbatas dengan Desa Ujan Mas Lama
Kecamatan Ujan Mas.

Pasal3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, clibentuk Desa Ujan Mas Ulu
Kecamatan Ujan Mas dengan kode desa 16.03.11.2009

(2) Desa Ujan Mas Ulu sebagaimana climaksud pada ayat (1)
merupakan pemekaran dari Desa UjanMasLama Kecamatan Ujan
Mas.

(3) Jumlah penduduk Desa UjanMas Ulu yaitu 3.874 jiwa atau 1.079
kepala keluarga (KK).

(4) Desa Ujan Mas Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan desa induk dengan jumlah penduduk 7.784 jiwa atau
2.105 kepala keluarga (KK)dengan kode desa 16.03.11.2002.

Pasal 2

BAB II

PEMBENTUKANDESA

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

clisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Muara Enim.
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Pada seat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Uiu
Kecamatan Ujan Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pembiayaan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dibebankan pada APBD.

Pasal 6

BABIV
PEMBIAYAAN

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

(1) Camat yang wilayah Kerjanya meliputi Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pembinaan terhadap
Pemerintahan Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara
lain :

a. pemasangan patok batas wilayah desa;
b. menyusun daftar nama penduduk sekaligus nama Kepala

Keluarga;

c. menyusun kelengkapan perangkat desa; dan
d. pengadaan tanah kas desa.

Pasal4

BAB TIl

PEMBINAANPENYELENGGARAAN
PEMERlNTAHANANDESA
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ijOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENMUARAENIM PROVINS!
SUMATERASELATAN: (2-14/2023)

LEMBARANDAERAHKABUPATENMUARAENIM TAHUN 2023 NOMOR 1

RISWANDAR

dlo

Pj. SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMUARAENIM,

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 27 Januari 2023

AHMAD USMARWIKAFFAH

dlo

PIt. BUPATI MUARAENIM,

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 27 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah.

Kabupaten Muara Enim.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal8
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Pit. BUPAn MUARA E.~IM
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